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Sejarah pemikiran islam sudah ada sejak awal masa kepemimpinan Rasulullah. Tujuan 
adanya pemikiran islam untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Banyak 
sekali tokoh tokoh pemikiran islam yang bisa dijadikan panutan dalam segala aktivitas 
ekonomi salah satunya Imam Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Imam Al Syaibani, Abu yusuf, Abu 
Ubaid dan lain sebagainya. 


Salah satu tokoh pemikiran islam yang akan dijelaskan salah satunya adalah Abu Ubaid. 
Nama lengkapnya Al Qosim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al Harawi Al-Baghdadi. Ia lahir 
tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Al-Ghanistan, ayahnya ketturuhan 
Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah belajar di kota kelahirannya, pad ausia 20 
tahun ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu tata bahasa arab, qiraat, tafsir, hadith dan fikh. 
Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasir Ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan 
Khalifah Harun al Rashid, mengangkatnya sebagai qadi ( hakim) di Tarsus hingga tahun 210 
H. setelah itu di Baghdad selama 10 Tahun. Pada Tahun 219 H, setelah berhaji, beliau 
menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 224 H. 


Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifaj Al Mahdi, dia merupakan 
seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cevdikiawan yang memujinya. Masa 
Abbasiayh ini merupakan puncak kegemilangan dunia islam. Abu Ubaid merupakan seorang 
ahli hadith dan fiqh. Selama menjadi qodi di Tarsus, beliau sering menangani berbagai kasus 
pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan saat baik. Pemikiran beliau 
dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurahman Ibn Amr Al Awzai, serta ulama ulama suriah 
lainnya. Hal ini terbukti dengan sering terjadi pengutipan kata kata Amr dalam kitab al 
amwal dan pengamatan yang dilakukan beliau terhadap permasalahan militer, politik, dan 
fiscal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus. 


Sementara itu, pemerintah tentunya memiliki peran dalam mengatur, mengelola, dan 
mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Maka, apa 
dan peran fungsi pemerintah menurut Abu Ubaid? Makalah ini mencoba menjawab 
pertanyaan ini melalui pendekatan deskriptif. 


Pembahasan 


Abu Ubaid adalah salah satu tokoh yang membahas keuangan public dalam karyanya yang 
berjudul Al amwal. Kitab tersebut diawali dengan judul “ hak pemimpin terhadap rakyatnya 
dan hak rakyatnya terhadap pimpinan.” Menurut beliau, jika kepentingan individu 
berbenturan dengan kepentingan public maka kepentingan public harus didahulukan. Dalam 
kitabnya, abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, prinsip ini 
akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. 


Pada kajian kitab al amwal karya abu Ubaid, dikatakan bahwa sumber keuangan public terdiri 
dari sumber sumber dana berupa zakat, pajak( kharaj, jizyah, dan ursy) serta shadaqah yang 
bersifat umum atau khusus seperti ghanimah, khums, dan dana tazir yang masuk dalam 
kategori fai. Abu Ubaid berpendapat bahwa tugas pemerintah atau negara adalah menegakkan 
kehidupan sosial berdasarkan nilai nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat 
dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Ia juga berpendapat, 
bahwa pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak 
hak rakyat, mengatur kekayaan public, dan menjaminterpeliharanya maqasid syariah. 


Dalam kitab al amwal lebih banyak menjelaskan tentang keuangan public sehingga yang 
menjadi objek tentang keuangan public ini mencakup 2 aspek yang utama yaitu kekayaan 
negara atau barang milik negara dan sistem pajak yang meliputi zakat, kharaj, ghanimah, dan 
fai. Keuangan public adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial 
pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Dari banyaknya peran negara yang disebutkan oleh abu Ubaid paling utama yaitu mengatur 
keuangan publik untuuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan 
doktrin dalam kitab al amwal yaitu pelaksanaa distribusi kekayaan secara adil dan merata 
berdasarkan prinsip keadilan fiscal dengan sebaik mungkin. Ia juga menegaskan bahwa 
pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu 
dalam masyarakat. 


Abu Ubaid dalam kitab al amwal menjelaskna secara detail masalah ekuangan public. Ia 
memaparkan dan melakukan studi secara mendalam trehadap praktek yang dilakukan 
Rasulullah dan Umar Bin Khattab sebagai maestro pengelola keuangan public. Dengan 
institusi yang dinamakan baitu mal, umar bin khattab mengumpulkan anggaran pendapatan 
belanja negara seperti ghanimah, shadaqah, dan fai. Secara umum jika bicara terkait 
keuangan public dalam islam maka secara tidak langsung juga membhaas mengenai 
bagaiman asebuah negara mengelola keuangan baik dari sisi penerimaaan maupun 
pengeluaran dengan baik, sesuai dengan pedoman syariat islam. 


Pada tata Kelola kenegaraan, abu Ubaid menitikberatkan dalam ahl memberikan kewenangan 
penuh kepada khalifah untuk memutuskan berbagai kebijakan, sepnajang kebijakan itu tidak 
bertentangan dengan syariah dan tentunya sellau berorientasi kepada kemaslahatan umat. 
Sebagai ilustrasi abu Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan atau 
tabungan boleh dikasihkan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, 
sedangkan zakat komoditas harus dikasihkan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan 
mak akewajiban zakat tidak ditunaikan dan berpengaruh pada pengelolaan zakat. 


Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam 
menerapkan suatu kebijakan umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan diberikan 
kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikelola oleh penduduk setempat. Adapun 
pemikiran yang menarik dari abu Ubaid secara tidak langusng memberikan wewenang 
kepada seorang khalifah untuk berbuta adil dan bijak dalam memperluas Batasan Batasan 
yang ditentukan dalam pembagian khums yan tentunya akan berimbas kepada kepentingan 
public. 


Abu Ubaid memainkan peran keadilan pada tatanan administrasi masyarakat. Melalui karya 
karya nya seolah olah abu Ubaid ingin menyatakan bahwa setiap masalah ekonomi tidak 
pernah akan terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Abu Ubaid 
meletakan dasar tentang hak pemerintahterhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap 
pemerintah pada awal pembahasan karyanya. Artinya melalui berbagai konsep pemikirannya, 
abu Ubaid selalu meletakkan dasar filosofi yang kuat disetiap pemaparan tentang seluk beluk 
permasalahan ekonomi supaya mendapatkan pijakan yang kokoh sesuai dengan tujuan yang 
di capai dan tentunya dapat diterapkan oleh setiap pemerintahan suatu negara dalam 
mengelola perekonomiannya masing masing. 


Abu Ubaid menyatakan bahwa terdapat 2 fungsi uang antara lain : uang sebagai standard dari 
nilai (standard of exchange value) dan uang sebagai media pertukaran (medium of exchange). 
Dengan demikian, abu Ubaid mendukung teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang 
merujuk kepada nilai emas dan perak yang sudah menjadi ketentuan umum disbanding 
dengan komoditas yang lain. Selain itu, abu Ubaid secara tidak langsung mengakui adannya 
fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value) ketika adanya wajib zakat pada jumlah 
tabungan minimum. Menurut pandangan abu Ubaid pengimplementasian dari prinsip ini akan 
membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya pandangan 
Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak hak individual, public dan 
negara. Jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan public maka akan 
berpihak pada kepentingan public. 


Kemudian peran dan fungsi pemerintah dalam keuangan public adalah wadhifat tauzi' atau 
fungsi distribusi, kemudian wadhifat numuw atau peran pertumbuhan, kemudian wadhifat 
takhsis atau peran alokasi, kemudian wadhifat istiqrar atau peran stabilisasi melalui 
kebijakan. 


Penutup 


Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa peran dan fungsi pemerintah dalam keuangan 
public adalah wadhifat tauzi’ atau fungsi distribusi, kemudian wadhifat numuw atau peran 
pertumbuhan, kemudian wadhifat takhsis atau peran alokasi, kemudian wadhifat istiqrar atau 
peran stabilisasi melalui kebijakan. 
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